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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari masyarakat majemuk dengan cirinya yang sangat menonjol adalah realitas sosial yang terdiri dari multi etnik, multi budaya dan bahkan multi agama. Kemajemukan ini juga, merupakan realitas sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat di kota Palu. Di satu sisi kemajemukan suku, budaya dan agama, dapat menjadi potensi untuk membangun dan mengokohkan intergrasi sosial di tengah keragaman. Namun pada sisi yang lain, kemajemukan ini juga dapat menjadi potensi laten bagi terjadinya pertentangan, permusuhan, diskriminasi, dan bahkan konflik.

Bagi negara dan bangsa Indonesia, kemajemukan atau keragaman masyarakatnya sudah terjadi sejak awal negara ini berdiri. Oleh karenanya, tokoh-tokoh pendiri bangsa sejak awal juga telah membangun komitmen bersama, bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama namun harus tetap dihimpun dalam suatu wadah untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun realitas sosial menunjukkan adanya perbedaan dan bahkan pemisahan antar satu etnik dengan etnik yang lainnya, antara satu budaya dengan budaya yang lainnya antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lainnya, namun mereka semua dihimpun   dalam   satu   wadah   masyarakat  Indonesia  yang  berbasis   pada 
semangat dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

Semangat dan nilai-nilai kebhinekaan menekankan bahwa sekalipun bangsa Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya dan agama namun mereka semua dituntut untuk mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, menghargai pluralisme, menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kesetaraan. Semangat seperti ini mendorong terciptanya kehidupan sosial yang kohesif, sebagai modal utama dalam membangun kehidupan sosial yang integral.
Dalam (UU No. 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial) pada BAB III Pasal 7, menekankan bahwa; untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap individu dituntut untuk; mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;  mengembang-kan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.   

Sekalipun bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat kota Palu khususnya, memiliki dasar Bhinneka Tunggal Ika dalam mengembangkan dan membangun interaksi sosial, namun dalam realitas kehidupan sosial masih sering dilanda konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tak dapat dipungkiri bahwa interaksi sosial yang multi etnik, multi budaya dan agama di kota Palu masih sering diwarnai oleh ketegangan, pertentangan, dan bahkan konflik yang bermuara pada terjadinya kerusuhan. Banyak informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik menunjukkan bahwa konflik antar kelompok dan konflik antar etnis sering terjadi di kota Palu. Sepanjang tahun 2012 sampai awal 2013 konflik yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antar kelompok, seperti antara warga Lasoani atas dengan Lasoani bawah, warga Nunu dan warga Tavanjuka, begitu pula konflik antara kelompok dari warga Pengawu dan Kelompok warga dari Tanggiso Duyu, bahkan konflik terakhir terjadi pada bulan Maret 2013 menyebabkan dua orang wartawan terluka (http://www.bisnis-kti.com/index.php). Konflik antar kelompok tersebut hingga sekarang ini masih sering terjadi sekalipun dalam skala yang relatif kecil, dan dengan cepat dapat diatasi oleh aparat keamanan.
Dalam kehidupan beragama biasa juga diwarnai oleh interaksi yang bersifat kontroversi dan bahkan konflik. Interaksi dalam bentuk intimidasi antar umat beragama sering terjadi walau belum mengarah pada konflik secara terbuka. Sulawesi Tengah khususnya Poso dan Palu pernah dilanda oleh kerusuhan atas nama agama, sekalipun hal ini lebih kental dengan isu terorisme. Namun hal itu juga sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial. Pemeluk agama terutama Islam dan Kristen sering saling menjaga jarak, saling mencurigai, bahkan sering terjadi kontroversi dan semua itu sering menyebabkan di antara pemeluk agama mengalami gangguan keharmonisan dan kohesifitas dalam interaksi sosial.

Konflik antar etnis yang juga pernah terjadi di kota Palu konflik etnis setempat dengan etnis Tionghoa. Konflik yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut terjadi pada tahun 1987 yang menyebabkan beberapa toko milik orang Tionghoa dirusak dan dibakar oleh massa, disebabkan adanya isu seorang Tionghoa menggunakan lembaran Alquran untuk pembungkus dagangan (http://id.wiki pedia.org). Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini konflik terbuka atau kerusuhan tidak terjadi lagi antara etnik Tionghoa dengan etnik setempat, namun interaksi antar etnis tersebut masih sering diwarnai oleh interaksi dalam bentuk persaingan, ketegangan, disebabkan adanya prasangka sosial yang negatif dari masing-masing mereka. 

Banyak catatan menunjukkan, bahwa golongan atau etnik tertentu yang paling sulit kedudukannya di Indonesia adalah etnik Tionghoa. Hal ini disebabkan karena, etnik Tionghoa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh pada umumnya masyarakat di Indonesia. Etnik Tionghoa juga memiliki keyakinan keagamaan yang sangat berbeda dengan keyakinan keagamaan masyarakat di Indonesia pada umumnya (Suparlan, 1978).

Ong Hok Kham menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam realitasnya di 
banyak daerah di Indonesia etnik Tionghoa membuat lingkungannya sendiri dan hidup secara eksklusif serta mempraktekkan kebudayaannya berdasarkan tradisi leluhurnya. Ekslusifisme etnik Tionghoa merupakan prakarsa mereka sendiri, bukan disebabkan oleh pemisahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia atas dasar karena mereka sebagai kelompok minoritas (Ning, 1992).

Etnik Tionghoa di Indonesia adalah salah satu masyarakat etnik tertentu yang memiliki “kedudukan istimewa” karena peranannya dalam bidang ekonomi yang sangat menonjol. Kondisi ini mendorong mereka untuk memisahkan diri dari masyarakat setempat. Hal inilah yang menyebabkan etnik Tionghoa di Indonesia mengalami banyak masalah di banding dengan etnik tertentu lainnya seperti etnik Arab, etnik India dan etnik-etnik tertentu lainnya. Ekslusivisme etnik Tionghoa yang kemudian mereka mengalami banyak masalah karena adanya perbedaan orientasi, adat istiadat, bahasa, agama, struktur ekonomi serta partisipasi dalam bidang politik (Revida, 2006).
Jika dicermati lebih lanjut faktor penyebab terjadinya konflik di kota Palu, baik konflik antar kelompok, antar etnik, dan antar agama disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ketimpangan ekonomi, kecemburuan sosial, perebutan sumber-sumber ekonomi dan lapangan kerja, pemahaman agama yang sempit dan radikal, lunturnya semangat persatuan dan kesatuan, serta semakin kurangnya kesadaran nilai-nilai sosial positif di tengah masyarakat.
Konflik  antar  etnik yang  sering terjadi  di kota  Palu disebabkan oleh 
ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Beberapa etnik tertentu seperti etnis Tionghoa dan beberapa etnis lainnya yang kemudian di sebut pendatang menguasai sumber-sumber ekonomi strategis. Etnis Tionghoa misalnya yang menguasai perdagangan besar, menguasai sumber bisnis strategis, menjadi pengusaha dan kontraktor, sehingga mereka mencapai kesejahteraan dan bahkan kemewahan hidup. Begitu pula etnik pendatang lainnya seperti etnis Bugis dan beberapa etnis lainnya yang menguasai bidang perdagangan menengah dan menguasai sumber ekonomi menengah seperti pasar tradisional. Dengan penguasaan itu kemudian etnis setempat melihat bahwa kehadiran etnis lain di daerah mereka mengurangi dan menutup kesempatan mereka untuk menguasai sumber ekonomi strategis baik dalam skala besar maupun menengah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan ekonomi dan bahkan menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial inilah yang kemudian menjelma menjadi ketegangan, intimidasi, pertentangan dan bahkan konflik dalam interaksi sosial.

Konflik antar kelompok juga demikian halnya, sekalipun mereka berasal dari etnis yang sama, dan merupakan etnis asli setempat sering juga mengalami ketegangan dan bahkan konflik baik antar kelompok maupun antar kampung. Pemicunya adalah persaingan sumber ekonomi seperti tambang galian c yang dikuasai kelompok tertentu dan tidak memberi akses kepada kelompok lainnya, penguasaan area parkir, yang kemudian membawa-bawa kelompok dan kampung. Hal ini kemudian lebih diperparah dengan semakin merebaknya minuman keras dan narkoba sehingga terkadang ketegangan dan konflik antar kelompok dan kampung juga semakin meruncing dan bahkan membawa korban.
Ketegangan dan konflik sosial juga sering dipicu oleh faktor keagamaan yang diakibatkan oleh pemahaman agama yang sempit dan radikal, serta semakin berkurangnya kesadaran nilai di tengah masyarakat. Pemahaman agama yang sempit dan radikal yang hanya membenarkan pemahaman keagamaan yang dimilikinya, dan menganggap pemahaman keagamaan dari kelompok lain salah dan mesti diluruskan dan bahkan kalau perlu “ditindak” jika mereka tidak mau mengikuti ajaran dan pemahaman keagamaan yang dimilikinya. Ketegangan dalam interaksi sosial dalam konteks ini semakin runcing dan tajam antar kelompok dan antar etnik disebabkan karena terjadinya degradasi nilai, seperti nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai solidaritas dan nilai-nilai sosial positif lainnya.
Sejatinya, konflik-konflik yang terjadi dan kemudian mengakibatkan kerusuhan tidak mesti terjadi di kalangan bangsa Indonesia dan masyarakat kota Palu khususnya, karena memiliki perekat sosial seperti semangat kebhinnekaan, toleransi, pengharagaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesamaan derajat. Bhinneka Tunggal Ika mestinya menjadi simbol perekat, bagi masyarakat dalam berinteraksi sosial. Sikap toleran, penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat persamaan derajat, semestinya menjadi karakater dasar masyarakat dalam membangun hubungan sosial yang kohesif.

Salah satu faktor penentu dalam menciptakan kehidupan sosial yang kohesif adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan parameter sosial, karena interaksi sosial merupakan batas-batas kelembagaan dan sosialisasi dari kolektivitas (Eisenstadt, 1986). Young dan Mack mengemukakan pula bahwa, Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa ada interaksi, tak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto, 2007). 

Masyarakat kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah umumnya terdiri dari masyarakat yang multietnik, multi budaya dan juga multi agama. Dengan komposisi masyarakat yang sangat heterogen tersebut menyebabkan interaksi sosial masyarakat juga terkadang diwarnai oleh kerja sama, persaingan dan bahkan juga konflik. Interaksi dalam bentuk kerja sama melibatkan masyarakat berbagai etnik untuk terlibat dan berpartisipasi aktif bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Namun tidak sedikit di antara masyarakat yang berlainan etnis dan agama terlibat dalam interaksi sosial yang mengarah pada persaingan dalam merebut posisi  dalam bidang ekonomi dan sosial, serta dalam mempertahankan prestise 
sosial yang tidak sedikit menimbulkan konflik di tengah masyarakat. 

Secara normatif, interaksi sosial melahirkan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok harus merupakan jalinan kontak dan komunikasi yang bersifat primer. Dalam menjalin komunikasi setiap individu dan kelompok tidak diperbolehkan menghilangkan dan merenggangkan hubungan dan jalinan sosial di antara mereka. Dengan hubungan seperti inilah interaksi sosial akan tercapai dan kebutuhan keseharian secara mudah mampu diperoleh (Syam, 2012).

Untuk melahirkan komunikasi efektif sebagai dasar menjalin hubungan dan interaksi sosial yang baik, selalu diperlukan upaya-upaya edukatif secara berkesinambungan. Upaya edukatif yang dimaksud bisa saja melalui saluran edukatif secara formal, informal dan non formal. Melalui lembaga pendidikan setiap peserta didik dapat dididik untuk selalu menghargai perbedaan, baik perbedaan etnik, budaya dan agama melalui upaya interaksi edukatif.

Interaksi edukatif bermakna aktivitas untuk membangun relasi dengan berbagai elemen edukatif, baik pendidik, staf administrasi, maupun peserta didik. Mereka dengan bersama-sama memiliki kesadaran bersama dalam menciptakan suatu iklim pendidikan dan pembelajaran di sekolah, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal sesuai dengan perkembangan zaman (Idi, 2011). Interaksi edukatif mempersyaratkan adanya hubungan yang timbal balik secara harmonis, sehingga hubungan sosial dilembaga pendidikan berkembang secara dinamis harmonis.

Upaya-upaya interaksi edukatif baik formal, informal dan non formal, dimaksudkan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia sehingga peserta didik kelak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh sebagai pemegang mandat ilahiat dan mandat kultural. Mandat ilahiat merujuk pada hubungan manusia dengan Tuhannya, berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya. Mandat kultural mengandung makna sebagai insan berbudaya, manusia yang mampu berinteraksi secara arif dan bijaksana dengan manusia dan lingkungannya (Danim, 2006). 

Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan suatu sistem, baik sistem sosial, sistem interaksi dan sistem pertukaran sosial (Damsar 2011). Di sekolah atau di kelas terdapat beberapa unsur yakni pendidik, peserta didik dan manajemen sekolah berhubungan secara fungsional sesuai dengan peranannya masing-masing, mereka membentuk hubungan dan jaringan yang terpola sehingga hal ini akan memberi dampak terhadap perilaku, kompetensi, dan kapital sosial budaya, dan keberhasilan peserta didik di masa akan datang. Sekolah dan atau kelas merupakan sistem interaksi yang dipenuhi oleh fenomena definisi situasi, interpretasi realitas, dan pemaknaan terhadap kenyataan yang dihadapi. Sekolah dan atau kelas juga merupakan sistem pertukaran sehingga terjadi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu di dalam sekolah  memperoleh penghargaan, pengakuan, kasih sayang dan perhatian, atas dasar hubungan yang setara, tanpa diskriminasi atas nama etnik, budaya dan agama.

Dalam konteks yang demikian dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan memiliki tugas humanistik. Hal ini dapat dipahami karena tugas utama pendidikan menghantarkan setiap pelaku pendidikan untuk memahami tugas kemanusiaannya. Pengembangan keterampilan, kemampuan mengetahui, pengembangan kecerdasan adalah tugas berikut yang tidak bisa dilepas pisahkan dari kemampuan kodrati dan tugas kemanusiaan peserta didik (Karyanto, 2011).    

Lembaga pendidikan dengan interaksi edukatifnya serta tugas humanistiknya yang sangat mulia, merupakan suatu lembaga yang menjadi wadah untuk saling memahami dan pemersatu bagi peserta didik yang multi etnik, multi budaya dan multi agama.  Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan agen sosialisasi nilai-nilai universalisme (Damsar, 2011), yakni suatu nilai yang ditanamkan agar peserta didik  dapat menghargai nilai-nilai universal, persamaan hak, penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini dapat tercipta karena peserta didik terbiasa menerima perlakuan yang sama, terbiasa untuk tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sikap ini dapat terinternalisasi di dalam diri peserta didik hingga ia terjun ke tengah-tengah masyarakat.

Melalui lembaga pendidikan, peserta didik yang multietnik dapat berinteraksi dengan sesama temannya, saling mempelajari budaya yang berbeda, suku yang berbeda dan agama yang berbeda. Pemahaman terhadap budaya dan agama yang berbeda mengantarkan peserta didik untuk menyadari bahwa perbedaan adalah kodrat yang harus diterima sebagai suatu kekayaan dan daya dorong untuk menjalin keakraban dan saling kenal mengenal. Intensitas pertemuan di sekolah dari berbagai etnis, budaya yang berbeda memungkinkan peserta didik terbuka cakrawala berpikirnya, serta keterbukaan sikap dalam menerima perbedaan.

Sekolah Menengah Atas Karuna Dipa merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik multi etnik. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Karuna Dipa yang pendiri yayasannya adalah etnik Tionghoa dan umumnya beragama Budha. Yang menarik dari sekolah ini sekalipun berada di bawah Yayasan Karuna Dipa dan pendirinya beretnis Tionghoa serta beragama Budha, namun sekolah ini membuka diri untuk menerima peserta didik dari berbagai etnik dengan berbagai latar belakang budaya dan agama.

Dengan kebijakan yayasan seperti itu, maka di sekolah ini terdapat konfigurasi etnik dan konfigurasi penganut agama yang sangat menarik. Survei awal menunjukkan bahwa sekalipun etnik yang mayoritas di sekolah ini adalah etnik Tionghoa yang umumnya bergama Budha, namun dari segi penganut agama, maka yang mayoritas adalah penganut agama Kristen, kemudian penganut agama Islam, disusul penganut agama Budha, Katolik dan Hindu.
Sekalipun pendiri yayasan beretnik Tionghoa, dan peserta didiknya lebih banyak dari etnik Tionghoa yang beragama Budha dan Kristen, namun tenaga pendidiknya justru lebih banyak yang berasal dari etnik setempat dan beragama Islam. Pihak yayasan justru memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pendidik atau pendidik dari kalangan muslim untuk mengajar di sekolah tersebut,  dan bahkan kepala  sekolah  dan wakil kepala sekolahnya  justru adalah pendidik  yang  beragama Islam.
Sekolah  Menengah  Atas (SMA) Karuna Dipa terletak di sekitar wilayah yang sering dilanda ketegangan dan konflik sosial. Di sekitar wilayah yang berdekatan dengan sekolah tersebut sering terjadi ketegangan antar agama seperti Islam dan Kristen, terutama dalam hal pendirian tempat peribadatan yang sampai sekarang seakan menjadi api dalam sekam, tidak nampak kepermukaan, namun hawanya selalu menyemburkan hawa panas. Ketegangan antar etnik Tionghoa dan etnik setempat juga sering terjadi sekalipun hanya dalam bentuk intimidasi. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebabnya adalah perbedaan status ekonomi antar keduanya. Di wilayah sekitar sekolah tersebut dalam dua tahun terakhir ini sering pula dilanda konflik antar warga dari dua kelurahan bertetangga yakni kelurahan Nunu dan Kelurahan Tavanjuka. 

Keberadaan  SMA  Karuna  Dipa  yang  demikian  kompleks, karena di warnai oleh berbagai perbedaan, yakni pendiri yayasan yang mayoritas etnis Tionghoa dan beragama Budha, namun peserta didiknya mayoritas beragama Kristen, serta pendidiknya umumnya beragama Islam, dan sekolah tersebut berada dalam wilayah yang masyarakatnya sering dilanda konflik dan kerusuhan, semestinya patut diduga bahwa dalam sekolah tersebut juga sering mengalami pertentangan, perbedaan dan bahkan konflik kepentingan, karena adanya perbedaan etnis, budaya dan agama. Dengan kondisi demikian, patut diduga lebih lanjut bahwa sekolah tersebut, mengalami kesulitan eksistensi dan sulit mengembangkan diri, karena keberadaan pendiri yayasan, peserta didik dan pendidik yang memiliki perbedaan-perbedaan, apalagi keberadaan sekolah tersebut secara umum berada di tengah masyarakat yang mayoritas muslim.
Namun dugaan-dugaan itu justru tidak terjadi di SMA Karuna Dipa. Survei awal menunjukkan bahwa sekalipun sekolah tersebut mayoritas peserta didiknya beretnik Tionghoa dan beragama Budha. Namun demikian baik pendiri yayasan maupun peserta didik etnik Tionghoa tersebut tidak menunjukkan adanya perilaku diskriminatif dan intimidatif terhadap etnik dan agama lain yang minoritas di sekolah tersebut. Mereka sangat menyatu dan intensif berkomunikasi dan berinteraksi. Perbedaan etnik, dan agama, bentuk fisik serta penampilan tidak menjadi penghalang di antara mereka untuk saling membaur satu dengan yang lainnya. Mereka menunjukkan perilaku yang tidak diskriminatif, dan bahkan tanpa intimidasi.  

Keberadaan tenaga pendidik, dan bahkan jabatan kepala sekolah hingga saat ini dipercayakan kepada pendidik yang beragama Islam, dan tidak berasal dari penduduk (etnis Kaili) sangat menarik untuk dicermati. Pendiri yayasan mempercayakan dan melimpahkan pengelolaan pembelajaran kepada kepala sekolah dan para pendidik yang umumnya beragama Islam. Pendiri yayasan yang beretnik Tionghoa seolah tanpa ragu dan khawatir kepada kepala sekolah dan para pendidik yang beragama Islam untuk melancarkan misi pengem-bangan agama dan atau mengembangkan hal-hal yang bisa merugikan keberadaan yayasan dan bahkan etnis mereka sendiri. Pada saat yang sama sekalipun kepala sekolah dan para pendidik yang umumnya beragama Islam, mereka juga menerima amanah dari yayasan secara konsisten dan berkomitmen untuk mengembangkan yayasan, tanpa disertai adanya kepentingan untuk pengembangan agama dan atau kepentingan sosial lainnya. Ini berarti bahwa ada nilai yang sangat kuat, atau norma yang dibangun dan norma itu menjadi perekat yang sangat kuat sehingga masing-masing pihak dapat mengontrol diri dan menjaga sikap dan perilaku sehingga kete-gangan, konflik, diskriminasi, dan intimidasi di sekolah ini tidak terjadi. Sisi inilah salah satu faktor yang sangat menarik untuk dikaji.   
Keberadaan sekolah yang dibangun oleh Yayasan Karuna Dipa sangat berbeda dengan sekolah lain yang juga dibangun oleh yayasan lain yang ber-latar belakang agama. Dalam kenyatannya di Kota Palu banyak sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan yang berlatar belakang agama tertentu. Karena berlatar agama tertentu, maka pendiri yayasan, kepala sekolah, para pendidik dan peserta didiknya, berasal dari agama tertentu sesuai dengan agama yang dianut oleh pendiri yayasan tersebut. Di sisi lain sekolah yang dibangun oleh yayasan yang berlatar agama tertentu memiliki sikap yang agak tertutup untuk warga atau peserta didik lain yang tidak seagama. Kenyataan juga menunjukkan bahwa sekolah yang didirikan oleh yayasan agama tertentu justru dijadikan ajang misionir untuk mengembangkan agamanya, sehingga tidak mengherankan apabila di sekolah semacam itu kalaupun ada peserta didik yang berasal dari agama lain yang masuk di sekolah tersebut, namun boleh jadi memperoleh pendidikan agama yang berbeda dengan agamanya, atau paling tidak mereka memperoleh perlakuan yang berbeda dengan peserta didik lainnya yang mayoritas sesuai dengan agama yang dianut oleh pendiri yayasan. 
Hal inilah yang membedakan dengan SMA Karuna Dipa. Di sekolah ini justru terbuka bagi warga lain dan dari agama lain untuk masuk di sekolah tersebut. Pendiri yayasan tidak memberikan peraturan dan perlakuan yang berbeda. Bahkan telah diuraikan sebelumnya kepala sekolah dan para pendidiknya justru kebanyakan dari warga muslim. Ini menunjukkan bahwa ada hal menarik yang patut dicermati lebih lanjut melalui penelitian, terutama dalam konteks membangun saling percaya, karena hanya dengan saling kepercayaan yang dapat menghindarkan pendiri yayasan, peserta didik dan para pendidik yang memiliki perbedaan itu, dari rasa curiga dan prasangka sosial.  

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sosial yang diwarnai dengan kemajemukan, sangat rentan dengan berbagai hal yang dapat merusak sendi-sendi integrasi dan harmoni sosial yang telah dibangun bersama. Kondisi sosial seperti ini selalu menarik untuk dikaji terutama dalam konteks penguatan kepentingan bersama.

Pencermatan lain yang patut dilakukan adalah, bahwa keberadaan sekolah yang dekat dengan wilayah konflik, serta masyarakat yang sering terlibat dalam ketegangan, intimidasi dan diskriminasi, namun warga di dalam sekolah tersebut justru tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Warga sekolah, seperti pendiri yayasan, pendidik, peserta didik dan orang-orang yang sering berinteraksi di dalam sekolah tersebut memperlihatkan pembauran dan keharmonisan dalam berinteraksi. Peserta didik yang multi etnik dan multi agama, memperlihatkan adanya kehidupan yang rukun, damai dan saling menghargai. Pencermatan secara mendalam terutama dalam faktor yang menyebabkan adanya keeratan dan kesungguhan dalam berinteraksi. Sangat patut diduga bahwa keeratan mereka dalam berinteraksi, baik antar peserta didik yang multi etnis dan multi agama, maupun antara pendidik yang juga umumnya beragama Islam, tentu memiliki pola interaksi sosial yang dibangun secara bersama antar warga sekolah, kepala sekolah, pendidik, peserta didik, pendiri OSIS dan tenaga kependidikan lainnya. Pola interaksi yang sangat kuat itu tentu dibangun dan dikembangkan secara bersama, dibina secara bersama, dan ditaati secara bersama. Kebersamaan dalam membangun, membina dan mentaati pola interaksi sosial di kalangan warga sekolah ini patut didalami dan dikaji sehingga  dengan pengkajian ini peneliti dapat memperoleh perspektif yang dapat dijadikan dasar dalam membangun pola interaksi sosial di tengah masyarakat yang lebih luas dan konpleks.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dipaparkan sebelumnya maka 
masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang  menjadi pendorong terjadinya keeratan interaksi sosial  peserta didik  antar etnik di Sekolah Menengah Atas Karuna Dipa Palu? 
2. Bagaimana pola interaksi sosial peserta didik antar etnik diatur sekolah, pendidik, dan yayasan di Sekolah Menengah Atas Karuna Dipa Palu?
3. Bagaimana mempertahankan keakraban asosiatif pendidik, peserta didik, lembaga/yayasan dan masyarakat?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang ada, tujuan  penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan menjelaskan  pendorong terjadinya  keeratan   interaksi  sosial peserta didik antar etnik di Sekolah Menengah Atas Karuna Dipa Palu
2. Menganalisis dan menjelaskan pola interaksi sosial peserta didik antar etnik yang diatur sekolah, pendidik dan yayasan di Sekolah Menengah Atas Karuna Dipa Palu
3. Menganalisis dan menjelaskan cara mempertahankan keakraban asosiatif peserta didik, pendidik, lembaga dan masyarakat.
D. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis 
dan praktis:
1. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu  yang bersifat teoritis dan sekaligus pragmatis dalam merumuskan konsep sosiologi,penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi yang bersifat ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada penulis mengembangkan serta memperkaya wawasan berfikir tentang interaksi sosial antar etnik pada  aspek keeratan interaksi, pola interaksi diatur sekolah, pola interaksi diatur oleh pendidik, pola interaksi diatur yayasan, mempertahankan keakraban asosiatif pendidik, lembaga dan masyarakat pada Sekolah Menengah Atas Karuna Dipa Palu.
2. Secara praktis, dapat menghasilkan konsep operasional yang dapat mempertahankan kualitas keeratan dan keakraban peserta didik multi etnik   serta dapat menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan berkaitan dengan pembinaan interaksi sosial masyarakat antar etnik, antar agama dan antar budaya.
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